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’ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KARANGANYAR

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 =
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ~sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan- Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-.

o Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu

’Gunung Lawu, :

: mengoptunalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pcmbangunan " Desa, pembinaan -

kemasyarakatan Desa dan pembcrdayaan masyarakat N

Desa;
bahwa Kabupaten : Karanganyar memiliki potensi
kawasan pertaman beras organik yang = dapat
dikembangkan ‘guna -mempercepat pcmbangunan '
perdesaan dan memngkatkan kesejahteraan masyarakat;
bahwa  berdasarkan pertimbangan ‘sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupan ‘tentang Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan Beras Orgamk Bernutrxs1 Di Lereng :

Undang-Undang Nomor 13 E’?Tahun 1950  tentang

Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten DalamA ]

Lingkungan Propm51 Jawa Tengah S ‘
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem '
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan :
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421); pow
Undang-Undang . Nomor " '33  Tahun . 2004 tentang
Perimbangan Keuangan ‘antara’ Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan - Dacrah (Lembaran Negara Republlk

~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
v Ncgara Repubhk Indonesxa Nomor 4438), -

RS




10.
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700); |
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

'Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 -

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725); v
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang -
Pembentukan Peraturan  Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); '
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433); ,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014»
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5495), .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5160);
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Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/
OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan - Perdesaan (Berita Negara

. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah -

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28); ’

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1); -
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - -

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 Nomor 2); :



 Menetapkan

2.

11

- 3.
4. O
5. Wilayah adalah ruang yang ‘merupakan kesatuan

- MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TEN’I‘ANG RENCANA PEMBANGUNAN

- KAWASAN PERDESAAN BERAS ORGANIK BERNUT RISI DI
B LERENG GUNUNG LAWU L

1.

. sistemnya ditentukan berdasarkan aspek admlmstratlf ;f N

N : BABI R
KETENTUAN UMUM '

Pasal 1

‘ -Dalam Peraturan Bupat: ini yang dxmaksud dengan
_ Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. = S
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah SR
'sebagau unsur penyelenggara pemermtah daerah S

Bupat1 adalah Bupau Karanganyar - o
Masyarakat adalah’ masyarakat Kabupaten Karanganyar

geograﬁs beserta segenap unsur terkait yang batas dan

dan/atau aspck fungsmna.l

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem111k1 L
' batas mlayah yang berwenang untuk mengatur dan
- mengurus f_ Urusan Pemermtahan ' kepentmgan’ "
- masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
“hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam 81stem pernenntahan Negara Kesatuan

-Republik Indonesxa C
'Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut"ﬁ B
 dengan nama lain dibantu pcrangkat Desa sebagm unsur ;.> o

penyelenggara Pemermtahan Desa. _
Pembangunan Desa adalah upaya penmgkatan kuahtasﬂ
hidup dan kehxdupan - untuk- gsebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. o :

Kawasan - Perdesaan adalah w1layah yang mempunyalf‘ e
keglatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fung81 kawasan sebagai =

‘tempat  permukiman perdesaan, pelayanan Jasa’b> __ A
E ' pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 10.

Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng .v
Gunung Lawu adalah suatu wilayah dalam daerah yang
penataan - ruangnya dlpnontaskan untuk “kegiatan

pertanian padi secara organik dan sesuai dengan
ekosistem setempat serta memiliki pengaruh yang. sangat
- penting terhadap ekonomi, sosial budaya dan llngkungan

‘Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan'

. antar desa yang dxlaksanakan dalam upaya mempercepat

dan meningkatkan kualitas peiayanan dan pemberdayaan

‘masyarakat desa melalui pendekatan partls1pat1f yang

. ‘dltetapkan oleh Bupatl/ Wahkota R



12.

13.

14,

15.

16.

17.

Pertanian adalah kegiatan'f 'pefnanfaatan sumber daya
hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan

bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energl

serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Beras Organik Bernutrisi adalah beras yang berasal dari
suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek
pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem
dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan,
melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit,
melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan
dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan
air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan

bahan hayati yang mengandung beberapa zat sebagai

tambahan gizi dan berperan sebagai antioksidan, antara

lain: vitamin E, protein, zat besi, kalsium, magnesium,

antosianin sebagai antioksidan, dan kaya akan serat.
Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau
seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang

telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat

atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. _
Komoditas Unggulan adalah komoditas andalan yang -

paling menguntungkan untuk diusahakan atau

dikembangkan pada suatu daerah.
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang

selanjutnya  disingkat RPKP  adalah rencana -

pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5
(lima) tahun yang di dalarnnya memuat program
pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar
yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata
ruang yang bersifat umum dari daerah, yang berisi
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang daerah,
rencana struktur ruang daerah, rencana pola ruang
daerah, penetapan kawasan strategis daerah, arahan

 pemanfaatan ruang daerah, dan ketentuan pengendalian

18.

19.

20.

21.Pi

pemanfaatan ruang daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah
yang selanjutnya disingkat TKPKP Daerah adalah lembaga
yang menyelenggarakan pembangunan - kawasan
perdesaan di daerah.

Pihak Ketiga adalah unsur dari perguruan tinggi yaitu
akademisi/dosen sesuai dengan ilmu terkait yang berasal
dari perguruan tinggi Universitas Negeri Sebelas Maret.



22, -
- program-program indikatif untuk mencapa1 tujuan’ dan v

3.

24,

25,

27.

Strategl adalah langkah-langkah mendasar/ 31tu bensxkan

sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan adalah pedoman tmdakan yang dlamblli‘.
",‘oleh pemermtah daerah untuk mencapa1 tujuan dan

- sasaran pembangunan : S
Program adalah bentuk instrumen kebljakan yang berisi R
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

atau masyarakat, yang dikoOrdinasikan oleh pemerintah
daerah  untuk - mencapa1 _ s'asaran’ , dan" tujuan

.pembangunan daerah. - SO
Monitoring adalah - akthtas yang dltujukan untuk S
memberlkan informasi ‘tentang ‘sebab dan aklbat dar:l S

suatu kebijakan yang sedang dﬁaksanakan .

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandmgkan: o
~ realisasi masukan (mput), ‘keluaran (output), dan has11 S
.(outcome) terhadap rencana dan standar. o A
Pelaporan: adalah aktlvxtas yang berlawanan arah darx S
pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak

. atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut .

~ pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan_»},

(1)

(1)

» mehputl

Jawaban darl keglatan pengawasan tersebut

S , BAB II , :
MAKSUD DAN TUJ UAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 -

Peraturan Bupatl ini dltetapkan dengan maksud untuk-*

'memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah S
 Daerah- dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan '»
- pcmbangunan kawasan perdesaan d1 Daerah.

@

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk

mempercepat dan menlngkatkan kualitas pelayanan jasa " o ,'
 pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan -
ekonomi pedesaan guna tercapalnya keseimbangan- -~

pembangunan antar- kawasan : serta menmgkatkanf -
pemberdayaan masyarakat desa. - ’

Peraturan Bupat1 ini akan d11ntegra31kan dengan bcrbagal | o "

kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada kawasan
yang _ ditetapkan, utamanya diprioritaskan pada
pengembangan poten31 dan/ atau pemecahan masalah

. ‘kawasan perdesaan

L . : BABIII U .
' PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 3 | N

Penyelenggaraan ' pembangunan Kawasan Perdesaan



(2

3)

(4)

(5)

(1)

- peop

pengusulan kawasan perdesaan :
penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan
. perdesaan.
Kawasan Perdesaan d:usulkan oleh beberapa desa atau
diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatlkan asplram
masyarakat desa. -
Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang
Kawasan Perdesaan Beras Orgamk Bernutrisi di Lereng
Gunung Lawu. :
Kawasan Perdesaan Beras Orgamk Bernutrisi di Lereng
Gunung Lawu sebagalmana dimaksud dalam ayat (3)
meliputi : :
1. Kecamatan Karangpandan (sebagm pusat kawasan)

terdiri dari desa:

‘a) Desa Tohkuning,

b) Desa Bangsri, dan

c) Desa Ngemplak;
2. Kecamatan Mojogedang terdm dan desa:

a) Desa Sewurejo, | '

b) Desa Mojogedang,

c) Desa Pendem, -

~d) Desa Pereng, dan

e) Desa Gentungan;
3. Kecamatan Jenawi terdiri dari desa:
- a) Desa Seloromo, dan

b) Desa Balong;
4, Kecamatan Matesih terdiri darx desa

‘a) Desa Gantiwarno, dan

b) Desa Ngadiluwih; :
5. Kecamatan Kerjo terdiri dari desa:

a) Desa Karangrejo, »

b) Desa Kwadungan, dan

¢} Desa Kuto. :
Berdasarkan potensi yang ada di 'Kawasan Perdesaan
Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu,
memiliki komoditas unggulan beras organik sebagai
produk utamanya dan pupuk organik sebagai produk
penunjang.

Pasal 4

Pemilihan -dan Penetapan Kawasan Perdesaan Beras
Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dilakukan
melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi
kebijakan antar pemerintah, pemerintah daerah, tokoh
masyarakat, kepala desa dan pihak ketiga. v



S ’:}(2)‘ Pemxhhan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Beras

~ Organik Bernutrisi berpedoman pada RTRW dan RPJMD,
terutama dalam penentuan pmorxtas Jenis, dan loka31
: program pembangunan ’ : :

 BABIV
 SISTEMATIKA

PasalS

' :RPKP dlsusun dengan S1stemat1ka sebagax berlkut o
.~ BABI PENDAHULUAN T
' BABI 'DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN R
' BABII DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN —

PERDESAAN

' BABIV ANALISIS KLASTER DAN SASARAN KLASTER
' BABV MODELSINERGISME KLASTER -
o BBV PPROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN DAN

' PENDANAAN

' LAMPIRAN

|  BABV
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 6

(1) Penyusunan RPKP Beras Orgamk Bemutnm dllakukan .

~ dengan. melibatkan unsur perguruan tinggi, Perangkat

- Daerah terkalt tokoh masyarakat, kepala desa, dan

lembaga non pemerlntahan lainnya.

(2) RPKP Beras Organik Bernutrisi sebagaumana d1maksud

dalam Pasal 5 dijabarkan ke Rencana Kerja Pemenntah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. ' o

.  (3) RPKP Beras Organik Bernutrls; men_]adl béglan dan x S

dokumen RPJMD dan RPJMDes.

- (4) RPKP . Beras Organik Bernutrisi mérupakan rencana

~ pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5
(lima) tahun ‘yang memuat program dan keglatan
pembangunan - - _ e

. BABVI
KELEMBAGAAN

Pasa.l 7

(1) Scbaga1 penyelenggara RPKP Beras Orgamk Bernutr131 ~
- adalah TKPKP Daerah yang berwenang sesuai dengan
llngkupnya ' .



(2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga yang bertugas untuk:

a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan,

b. mengkoordinasikan penyusunan RPKP;

c. menunjuk pelaksana  pembangunan kawasan
perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan

d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil
evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan
perdesaan.

(4) Jumlah keanggotaan TKPKP Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi daerah.

Pasal 8

(1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dlbantu
oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.

(2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

- BABVII :
- MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
- Pasal 9
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPKP Beras Organik Bernutrisi melalui
Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) tahun sekali
sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan :
(2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPKP Beras Organik Bernutrisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal dan Transmigrasi
Repubhk Indonesia.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan RPKP Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung
Lawu bersumber dari: -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

o oTP



BAB IX
- KETENTUAN PENUTUP
~ Pasalll
Dokumen RPKP Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung

Lawu menjadi lampiran ‘'dan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini. , :

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. : ’ ' |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

~ dalam Berita Daerah. . v
Ditetapkan di Karanganyar

‘pada tanggal 2b September ot}

BUPATI KARANGA‘ NYAR,

. : - JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar '
Pada tanggal 26 Ceptember 2017

ABUPATEN KARANGANYAR,

SEKRETARIS DA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 9¢

o yomr




